
 

ABSTRAK 

 

Profesionalisme dosen di kota Pekanbaru berkaitan dengan kemampuan dosen 

yang tidak merata, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi pimpinan sebagai 

umpan balik dalam peningkatan profesionalisme dosen serta upaya meningkatkan 

mutu pendidikan. Penelitian bertujuan menganalisis hubungan pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran dengan profesionalisme dosen 

serta menganalisis kendala dan harapan pimpinan dalam pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi. 

Rancangan penelitian adalah mixed method dengan pendekatan sequential 

eksplanatory design. Subjek penelitian adalah dosen, mahasiswa, dan pimpinan 

institusi kebidanan kota Pekanbaru, dengan sampel dosen berjumlah 53 orang, 

pimpinan berjumlah 12, teman sejawat berjumlah 94 orang, dan mahasiswa 

berjumlah 265 orang. Data dianalisis dengan teknik Korelasi Pearson dan regresi 

linear multipel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi standar perencanaan (r=0,381; p=0,005) standar pelaksanaan 

(r=0,391; p=0,004), dan standar pengawasan proses pembelajaran (r=0,345; p=0,011) 

dengan profesionalisme dosen. Terdapat hubungan simultan dengan tingkat hubungan 

cukup kuat (r multipel=0,488; p=0,001). Kendala pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi terdiri atas faktor dosen, pimpinan, lingkungan kerja, dan unit penjaminan 

mutu. Harapan pimpinan terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi yaitu 

perbaikan pelaksana, organisasi, dan sarana prasarana yang digunakan. 

Simpulan penelitian adalah terdapat semakin baik pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi standar proses pembelajaran maka semakin baik pula profesionalisme dosen. 

Kendala pelaksanaan monitoring dan evaluasi terdiri atas faktor dosen, pimpinan, 

lingkungan kerja, dan unit penjaminan mutu. Harapan pimpinan terhadap pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi yaitu perbaikan pelaksana, organisasi, dan sarana prasarana 

yang digunakan.  

 

Kata kunci: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, profesionalisme dosen,  standar 

proses pembelajaran 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran. Pendidikan bertujuan agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
1 

Pendidikan membutuhkan proses belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan. 

Proses belajar mengajar tidak terlepas dari peran dosen sebagai tenaga pendidik. 

Dosen merupakan tenaga pendidik profesional pada jenjang pendidikan tinggi. 

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat 

dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat sehingga meningkatkan mutu 

pendidikan nasional.
2 
  

Dosen yang profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi, kualifikasi 

akademik, sertifikat pendidik, serta sehat jasmani dan rohani.
3 

Tingkat penguasaan 

kompetensi dosen mengindikasikan profesionalisme dosen. Profesionalisme dosen 

dan kewenangan mengajar dinyatakan dengan  kompetensi dasar yang dimiliki dosen. 

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 

Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugas secara profesional adalah dosen 

1 



 

yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang 

diperlukan dalam praktik pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4 
 

Kompetensi yang dimiliki dosen harus selalu ditingkatkan dan dikembangkan. 

Sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan kompetensi dosen adalah 

meningkatkan pendidikan dosen.
5,6

 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang  No. 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai landasan hukum untuk 

meningkatkan standar mutu dosen. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa, 

dosen untuk program diploma atau sarjana memiliki kualifikasi pendidikan magister.
3 

Pendidikan dosen merupakan suatu masalah utama di negara berkembang 

termasuk Indonesia. Sistem pendidikan nasional di Indonesia yang belum 

desentralisasi akan cenderung menghasilkan lulusan dosen dengan kualitas yang 

sangat bervariasi.
7 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) tahun 2011 

menyatakan bahwa jumlah dosen kebidanan di Indonesia yang memenuhi standar 

kualifikasi baru mencapai 350 orang (7%) dari standar minimum 5.000 dosen.
8
 

Permasalahan yang terjadi pada dosen akan berpengaruh pada pencapaian tujuan 

pendidikan nasional.
 

Pencapaian tujuan pendidikan akan ditentukan sejauh mana kesiapan dosen dalam 

mengarahkan peserta didiknya melalui kegiatan pembelajaran. Standar proses 

pembelajaran sangat diperlukan agar proses pembelajaran dapat menghasilkan 

perubahan pada mahasiswa. Standar proses pembelajaran merupakan tolak ukur 

pencapaian minimal pada suatu siklus proses kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan perguruan tinggi, yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan mutu 



 

seluruh proses pembelajaran, serta mampu memotivasi dan meningkatkan aspek 

kognitif, afektif, psikomotorik dan kooperatif secara utuh, menyeluruh serta 

berkelanjutan. Standar proses pembelajaran meliputi standar perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan proses pembelajaran.
9
 

Standar proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki dosen. Kemampuan yang dimiliki dosen dalam pengelolaan pembelajaran 

tidak merata sesuai dengan latar belakang pendidikan dosen serta motivasi dan 

kecintaan dosen terhadap profesi.
10 

Monitoring dan evaluasi dari pimpinan sangat 

diperlukan dalam pelaksanaan standar proses pembelajaran.
 

Penelitian yang diterbitkan Asian Journal of Bussiness and Management Sciences 

(AJBMS) menyatakan bahwa efektivitas pimpinan dalam melakukan monitoring 

berkorelasi dengan pelaksanaan kurikulum, persiapan bahan ajar, dan peningkatan 

profesionalisme dosen. Pimpinan dalam pelaksanaan tugasnya lebih mengutamakan 

tugas dalam pengelolaan dan pengadministrasian pendidikan, hanya 20% dari waktu 

yang dimiliki pimpinan yang digunakan untuk melakukan monitoring.
11  

Monitoring yang dilakukan dalam proses pembelajaran merupakan suatu proses 

yang dinamis yang bertujuan untuk perbaikan dan perkembangan proses belajar 

mengajar. Monitoring dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan program dan 

kondisi dari perguruan tinggi.
12 

Penelitian AJBMS dan penjelasan tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi kendala pimpinan dalam 

melaksanakan monitoring, sehingga diperlukan eksplorasi lebih mendalam dengan 



 

metode penelitian kualitatif tentang kendala serta harapan pimpinan agar pelaksanaan 

kegiatan monitoring dapat berjalan optimal.  

Dalam proses pendidikan, monitoring merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

sebagai upaya peningkatan prestasi dan mutu pendidikan. Monitoring merupakan 

aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu dosen dalam melaksanakan 

pekerjaan secara efektif.
13 

Monitoring dilaksanakan bersama proses evaluasi. Evaluasi 

bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif. Informasi tersebut 

dipergunakan untuk mengambil keputusan atau menyusun suatu kebijakan. Evaluasi 

diperlukan karena tidak semua program pembelajaran yang direncanakan dosen dapat 

berjalan efektif dan dapat dijalankan dengan baik.
14 

Penelitian tentang evaluasi program pendidikan bidan di Afganistan (2009) yang 

dilakukan United State Agency for International Development (USAID) menyatakan 

bahwa lulusan bidan mengeluhkan tentang keterbatasan kompetensi yang mereka 

peroleh selama pendidikan. Keterbatasan jumlah dosen serta fasilitas yang ada 

menjadi salah satu penyebab kurangnya kompetensi yang diperoleh lulusan. 

Pengguna lulusan (stake holder) berpendapat bahwa kompetensi lulusan kebidanan 

masih kurang terutama dalam pengelolaan kasus kebidanan seperti penggunaan 

partograf (60%) dan penanganan syok (35%).
15  

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi tahun 2011, institusi 

pendidikan Diploma 3 kebidanan di Indonesia berjumlah 729 institusi, jumlah ini 

cukup untuk menghasilkan tenaga bidan.
8
 Suatu studi diagnostik di Provinsi Jawa 

Barat (2007) tetang kemampuan bidan lulusan D-3 kebidanan dalam memberikan 



 

pelayanan kepada masyarakat, sebanyak 67% responden menyatakan bahwa bidan 

desa yang ada saat ini belum terampil, terutama dalam pertolongan kegawatdaruratan 

obstetri.
16  

Studi pendahuluan yang dilakukan terhadap 4 bidan yang memiliki rumah 

bersalin yang ada di kota Pekanbaru menunjukkan bahwa lulusan D-3 kebidanan 

dinilai kurang terutama dalam kemampuan kerjasama tim dan keahlian masih kurang. 

Lulusan yang baru menyelesaikan pendidikan membutuhkan bimbingan dalam 

melaksanakan asuhan kebidanan. Lulusan yang telah memiliki pengalaman kerja 

memerlukan bimbingan untuk memunculkan inisiatif serta tanggung jawab dan 

melakukan kerjasama tim. 

Keluhan stake holder ini harus menjadi fokus utama dalam pengembangan mutu 

pendidikan. Mutu lulusan selalu dikaitkan dengan mutu insitusi pendidikan dan tentu 

saja tidak terlepas dari peran dosen yang berhubungan langsung dengan mahasiswa.  

Berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan Provinsi Riau tahun 2011, Provinsi 

Riau terdiri atas 1 politeknik kesehatan dan 22 Institusi kebidanan swasta. Kota 

Pekanbaru terdiri atas 12 institusi kebidanan swasta. Berdasarkan survei pendahuluan 

yang telah penulis lakukan, dari 12 institusi kebidanan swasta yang ada di kota 

Pekanbaru, belum ada dosen yang mendapatkan sertifikat dosen sebagaimana yang 

ditetapkan undang-undang dalam rangka profesionalisme dosen. 

Berdasarkan kajian teori dan uraian permasalahan tersebut, tema sentral penelitian 

ini adalah dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi harus 

memiliki kompetensi. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, 



 

profesional, sosial, dan kompetensi kepribadian. Kompetensi dosen dalam mengelola 

pembelajaran tidak merata sesuai dengan latar belakang pendidikan, motivasi dan, 

kecintaan terhadap profesi. Monitoring dan evaluasi oleh pimpinan dalam pemenuhan 

standar proses pembelajaran yang terdiri atas standar perencanaan, pengelolaan, dan 

pengawasan proses pembelajaran sangat diperlukan. Hasil monitoring dan evaluasi 

dapat dijadikan umpan balik dalam peningkatan profesionalisme dan memperbaiki 

kompetensi yang dimiliki dosen. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah terdapat hubungan pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar 

proses pembelajaran dengan profesionalisme dosen?  

2) Bagaimana kendala dan harapan yang dihadapi pimpinan institusi terhadap 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1) Menganalisis hubungan pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar proses 

pembelajaran dengan profesionalisme dosen  

2) Menganalisis kendala serta harapan yang dihadapi pimpinan institusi dalam 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran  

  

 



 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan monitoring dan 

evaluasi proses pendidikan, sehingga menjadi masukan dalam memperbaiki 

mutu pendidikan di masa mendatang 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

1) Memberikan masukan bagi pimpinan dalam meningkatkan kualitas 

kegiatan belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan mutu lulusan 

2) Memberikan informasi kendala dan harapan yang dihadapi pimpinan 

institusi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi standar proses 

pembelajaran 
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